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ABSTRAK 

Hukum kepailitan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan 

dan PKPU) saat ini masih membuka peluang baik kepada debitor maupun kreditor 

untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan debitor atau kreditor 

ketika pemeriksaan kepailitan sedang berlangsung di pengadilan niaga. Masalah 

dalam penelitian ini adalah penerapan keadaan diam dalam UU Kepailitan dan 

PKPU dan urgensi penerapan keadaan diam yang berlaku setelah pendaftaran 

permohonan pailit di pengadilan niaga. Penelitian ini adalah penelitian yuridis 

normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan konseptual dan pendekatan normatif. Penelitian ini menemukan bahwa 

UU Kepailitan dan PKPU masih berpotensi untuk merugikan debitor dan kreditor 

dalam pemeriksaan kepailitan. Selain itu, gugatan actio pauliana maupun 

permohonan sita jaminan belum efektif melindungi kreditor. Hasil pembahasan 

dalam penelitian ini adalah penerapan keadaan diam dalam UU Kepailitan dan 

PKPU memberikan dampak yang merugikan baik debitor maupun kreditor serta 

bertentangan dengan teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan creditor’s 

bargain. Guna mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan baik oleh 

kreditor dan debitor, UU Kepailitan dan PKPU dapat mengadopsi mekanisme 

keadaan diam yang berlaku setelah pendaftaran permohonan pailit di pengadilan 

niaga. 
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ABSTRACT 

Indonesian Bankruptcy Law through Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and 

Suspension of Debt Payment (UU Kepailitan dan PKPU) still opens up 

opportunities both for debtor and creditor to commit actions that could harm either 

debtor or creditor while the bankruptcy examination is being conducted in the 

commercial court. The problems in this research are the impacts of the application 

of the automatic stay and the urgency of the application of the automatic stay which 

operates after the filing of the bankruptcy petition in the commercial court. This 

research is normative legal research. The problem approaches used in this 

research are the conceptual approach and the normative approach. This research 

found that UU Kepailitan dan PKPU still has the potential to harm both debtor and 

creditor when the bankruptcy examination is being conducted in the commercial 

court. In addition to that, the actio pauliana lawsuit and the petition for security 

seizure is not effective for protecting creditors. The results of the research are the 

application of the automatic stay has a detrimental impact on both debtor and 

creditor. It is also contrary to the legal protection theory, legal certainty, and 

creditor’s bargain theory. To prevent the occurrence of acts committed by either 

debtor or creditor, UU Kepailitan dan PKPU may adopt the mechanism of the 

automatic stay that operates after the filing of the bankruptcy petition in the 

commercial. 
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